
GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA RARAT

NOMOR j2 TAHUN 2016

TtrNTANG

GERAI(AN TERPAD U PENGEMBANC AN K E P/T R I WI Si\,].AAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA} IA ESA

GUBERNUR SUMATERA I3ARA'I"

Menimbang bahwa optimalisasi terhrrrlap p*ngemb$ngiln
kepariwisataan dapnt mu'.l,r..rjuclkiin clestinasi
pari',lrisata yang secara lang:;ung akirn membul<a
pehrang berusaha ciar i lte l<etja sr.r.f n

memperkokoh perekonomian daerah, sehingga

kesejahteraan masyarakat dapat diwujuclkan;

bahwa Provinsi Sumarerai Riir?t yer,ng rneurpl-rn., ai

keunikan dan kekhasan bucierya dan pesona ariam

yang indah sangat bc:rpoterrsi sebzrgai dcstinnsi
pariwisata, sehingga perlu dilakul<ari
pengembangan kepariwisata.rn secara terintegriisi
dan sinergis dengzr,n dukungiLn derri semua pihril<;

bahwa guna rnewujucli<trn pcngembangilrl
kepariwisataan sebartr4aimaniL dimaksucl dalanr
huruf b, perlu gerakan terltadu pengembanp;alt

keparirvisataan;

bahwa berdasarkan pertimtrangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf rr, huruf hr, dan huruf c

perlu menetapkan PeraLurir.rr Gubcrnur tentang
Gerakan Terpadu PengembrLr')g3.rr Kcpariwisati,i;lrr
Provinsi Sumatera Barat;

b,

d,



Mengingat 1. Undang-Undang Norrror 6l Tahun lg5g tentang;
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19

Tahun 1957 tentang penrbentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat I Sumrtera Barat.,

Jambi dan Riau, Se bagrri Unclang-Undang
(Lembar:an Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor l!2, Tambahnn Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor l6a6);

2. Undang-Undang Nomor- l0 'l'ahun 2OOg tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara ltepublil<
Indonesia Tahun 2009 Nctnror 1 1, Tambafrerrr

Lembaran Negar.a Republiir Indonesia Nonror
ae66);

3. Undang-Undang Nomor 23 'Iahun ZOl4 tentang
Pernerintahan Daerah (l-embriran Nega:a Repubiik
Indonesia Tahun 2Ol4 Norlor 2411, Tarnbahcin

Lernbaran Negara Repr,rblilr Inclclnesia Nornr..u.

5587), sebagairnana terlah drurbeih bcberapa l<ali.

terakhir dengan Undang-Unci:rng Nornor 9 Tajrur-r

2015 tentang Perubahan ltedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 'IzLhun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (LernbtLran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor Sd, Tambahnn
l,embaran Negara Republil< Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 'l'ahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negarr
Republik Indonesia Ta"hun 2014 Nomor.2g2,
Tambahan Lembaran Negarii Replrblik Incloncsiir

Nomor 560 1);

Peraturan Daerah Provinsi Sr_tmatera Barat Nomor
7 Tahun 2008 tentang Rencana pembangungan

Jangka Panjang Daerah provinsi Surnatera Barar
Tahun 2OO5-2O25 (Lembariin Dacrah provinsr

Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor T, Tambahan

4.

5.



Lembaran Daerah Provinsi Srrmatera Barat Nomor
27);

6, Peraturan Daerah Provinsi Surmatera Barat Nomor
3 Tahun 2Ol4 tentang Ren<_.iiria Induk
Pembangunan Kepariwisatazin provinsi Sumaterar

Barat Tahun 2Al4-2O25 (Le.rrbaran Daerah

Provinsi Sumatera Barat Tarhun 2014 Nonror 3;

Tambahan Lembaran Daeratr provinsi Sumatera
Barar Tahun 2Ol4l{omor 94);

MEMUTUSKAN :

Menerapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANC 0EIIAKAN TERPADTI

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah aclalah Provinsi Sumatera Barat.

2. Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gr.rbernur Sunratera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/l(ota cli Provinsi Sumareru

Barat.

5. Pemerintah Daerah kahupaten/Kota adalah P:merintah Daerlh
Kabupaten/Kota yang ada di provinsi sumaterrr Barat.

6. Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi l{r'c:rtil aclala}r Dinars

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Provinsi S,umatera Barat.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatii' acialah l(epala Dirras

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sr-rrnatera Barat.
8. Pariwisata adalah berbagai nlacam kegiatan rvisata dan diclukung

berbagai fasilitas serta layanan yang diseclia]<an oleh masyarakat,
pengusaha, Pemerintah, dan pemerintal-r Daerlh.

9- Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan gang terkait delgal
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multiclisiplin yarl!i
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orilr-rg dan negara ser-ra



interaksi antara wisatawan dan rnasyarakat setempat, sesamir
wisatawan, Pemerintah, pemerintah Daerah, dan pengusaha.

10, Pengenrbangan Kepariwisataan adalah rangl<irian upaya untui<
mewuj udkan keterpaduan daram penggunaan berbagai
sunrber daya pariwisata dengan mengintegrasikan segall
bentuk aspek di luar parivrisata yang berkaitern secara langsupg
maupun tidak langsung,

1 1' Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut De stinasi
Pariwisata adalah kawasarr geogralis yanB beriicla dalam satu at11-l
lebih wilayah administratif yang cli dalamnya terdapat daya tarik
wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesit-iilitas, ser.'.1

masyarakat yang saling terkait dan melcr-rgkapi terw,ujucl,-1,a
kepariwis. ,taan.

12' Gerakan Terpadr: Pengembangan Kepariu,isatuan yang selanjutn.,,,lr
disingkat GTPK adalah gerakan terprrclu pengembangan
kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemcrintah Daerah gunil
menjactikan claerah Sumatera Barat. scbagai daer.ah destin.si
pariwisata.

13. Tim Gerakan Terpadu pengembang&n Iicpariwisataan yan8
selanjutnya disebut Tim GTPK adalah pelakszrna ger akan terpaciu
pengearbangan kepariwisataan yang al<an melaksanakan
perencanaan dan sb:ategi Kepariwisataan di Dzrerah.

14. Tim Keda Gerakan Terpadu pengembangan Keparirn,isataan yang
selanjutnya disebut Tim Kerja aclal.h tirn gerakan rerptr<1u
pengernbangan kepariwisataan yang merupi_ikan tim pelaksanir
tugas gerakan terpadu pengembangan kepariu,isataan cii f)aerah.

15' stakeholder Kepa'iwisataan adalah pem.ngku kepentingi.rr:
kepariwisataan yang berkaitan langsung ilta.-r ticlak langsung
dengan Kepariwisataan.

16' Kawasan Utama Pariwisata Provinsi yang :;elanjutr-rya clisilgl<ut
KUPP adalah Kawasan Pariwisata yang clari suclut destinlsi,
industri dan kelembagaan pariwisata sudah berken-rbang namun
masih belum optimal.

L7. Kawasan Strategis pariwisata provinsi yang :,;clanjutnya disingkat
KSPP adalah kawasan pariwisata yang ciari surclut ciestinasr, ilclusrri
dan kelembagaan sudah mulai berkemlxrng.



18. Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi yangl selanjutnya ciisingl<at
KPPP adalah kaeasan pariwisata yang dari suclut clestinasi, indgsrri
dan kelemba.gaan pariwisata masih bersifat porensiai.

Pasai 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mcnciptakan sinergiLas
dalam PenS;embangan Kepariwisataan di Daerah, &liar ti+rlaksana secarrt
terencana, terpadu dan trerkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini ltertujuan untuk:
a. menciptakan percepatan Pengernbangan Kcpariwisataan schingp,,ir

dapat mewujudkan pembangunan Kepariwisalaan;
b. mencipta"han koordinasi antara perangkat Dnt:rah Provinsi dengln

perangkat Daerah Kabupaten/Kota clalam ;nemajukan
Kepariwisata.an;

c. meningkatkan kerja sama dengan stakehuld,er r(epariwisataan
dalam Pengembangan Kepariwisataan; dan

d. meningkatkan kesadaran masyarakat agilr ikut mendukung
Pariwisata Daerah.

BAB II

PELAKSANAAI\.I GERAKAN TERPADU PENC EM BAN GAIV

KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(t) Petaksanaan GTPK dilakukan oleh Pem<:rintah Daerahr cian
berkoordinasi dengan Perrrerintah Daerah Kabr"riieiten/ Kr.,ta.

(2) Daiam pelaksanaan GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)

masyarakat dan Stake-lnlder Keparirvisataan il.;ut mendukung d;r-n

berpartisipasi dalam GTPK.



Pasal 5

(1) Pelaksanaan GTPK selaras dengan pembangLlnan Kepariwisataan
yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pcmbangunarrr

Keparivvisataan.

(2) Pelaksanaan GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pembangunan kepariwisataan; dan

b. perencanaan dan strategi kepariwisataan;

Bagian Kedua

Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisataan terdiri at*rs :

a. pengembangan Destinasi Pariwisata;

b. pengembangan pemasaran dan promosi Pariurisata;

c. pengembangan industri Pariwisata; dan

d. pengembangan kelembagaan dan sumber d*ya manuqia

Pariwisata.

Paragraf 1

Pengernbangan Destinasi Pariu,tsi r La

Pasal 7

(1) Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasai 5 huruf a dilaksanakan pada lokasi sasaran Pariwisata yang

ada di wilayah KabupatenlKota.

(2) Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi sasaran Pariwisat.a

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi r,r'ilayah Pengembangan

Pariwisata.

(3) Masyarakat dan Stakeholder Kepariwisataan di l(abr-rpaten/Kora

menCukung kelancaran Pengembangan Destina:;i Pariwisata.

Pasal 8

(1) Lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana climnlcsrrd dalarrr Plrsul 7 iL.\riri

(1) menjadi prioritas pengembangan Des;tinasi Pariwisata d.i

Kabupaten/Kota.

(2) Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi penggerak perekonomiari masyzirakat sekirar

Destinasi Pariwisata.



Paragraf 2

Pengembangan Pemasaram dam promosi l)ariwisnta
Pasal 9

(1) Pengembarrgan pemasaran dan promosi Parirvisata sebagarimern6

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b clilal<sanal<an melalui promosi
pencitraan Pariwisata.

(2) Pengembangan pemasaran dan promosi Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) untuk promosi plrsar'iradisional dan

ekstensifikasi pasar potensial Pariwisata di Daeri_rh.

Paragraf 3

Pengembangan Industri Pariwisa ta

Pasal 10

(1) Pengembangan industri Pariwisata sebagaimi-rna dirrraksud dalar:'r

Pasal 6 huruf c diutamakan untuk mernperkenalkan produk industri
tradisional Can industri yang bercirikan kekhasan Daerah.

(2) Pengembangan industri Pariwisata sebagaimanri dimaksucl pada ayat

(1) dapat meningkatkan indikator perekonomian cli Daerah.

Paragraf 4

Pengetmbangan Kelembagcran da rr

Sumtler Daya Manusia Pariwisa[a

Pasal 1 1

(1) Pengembangan kelembagaan dan sumber da1,;1 manusia Pariwisara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hunrl' d dilakukan gLina

mendorong kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisntir

untuk tumbuh dan berkembang di bidang Kepar-iwisataan.

(2) Kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagairnana

dimaksud pada ayat (1) didorong menjadi kelernbagaan dan sumbcr
daya manusia Pariwisata ya-ng profesionnl.



Bagian Ketiga

Perencanaan dan Strategi Kepariwisril,aan

Paragraf 1

Perencanaan l(epariwi sa taa n

Pasal 12

(1) Perencanaan Kepariwisataan dalam OTPI( nrenjacli rencana aksi
Pengembangan Kepariwistaan Da.erah.

(2) Rencana aksi Pengernbangan Kepariwistaar: Daerah sebagaimalit
dimaksud pada ayat (1.) disusun sebagai bahan rnasukan pen1rusunan
dokumen Kepariwisataan.

Pasal 13

Penencanaan Kepariwisataan sebagaimana dimrrl;sucl rlalarn parsll l2
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. inventarisasi Destinasr pariwisata;

b. identifikasi Pariwisata; dan
c' pengumpulan data guna mencari faktor pengharnbat Pengerrrbarigrrn

Kepariwisataan.

Paragraf 2

Strategi Kepariu'i sataan

Pasal 14

(1) Strategi Kepariwisataan merupakan strategr cialam 1:ularksalairrr
GTPK yang akan rnenjadi dasar PengenrbanElan I(epariu,isataan yang
terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

(2) Strategi Kepariwisataan yang terencana, [erpntirr, dan ]lerkelanjLlrirrl
sebagaimana dirnaksrrd pada ayat (1) menjacli pciuang Daerah dalam
Pengembangan Kepa.riwisataan.

Pasal 15

Strategi Kepariwisataan sebagaimaner dimaksud dalarm pasal l4
dilakukan dengan cara:

a' mengembangkan daya tarik wisata baru pacla l)estinasi pariwisata
yang belum berkembang;



b. memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan
dalam mendukung upaya perintisan;

c. mengenrbangkan inovasi manajemen prociurk cian knpasitas citryr.r

tarik wisata untuk mendorong akselerasi pcrnbagunan Destinzrsj
Pariwisata;

d. mernperkuat upaya konservasi potensi l",-epariwisataan dan
lingkungan dalam mendukung intensifikasi da.\,t tarik u,isata;

e' mengembangkan diversifikasi ata.rr keraga.mt.rn nilari claya tarik
wisata; dan

t. revitalisasi struktur, elernen dan aktivitas yarig menjrrcii prengger.ll<

kegiatan Keparir,uisataan pada daya tarik \ivisatrl.

BAB III
IN]'EGRASI DAN SINERGITAS PROCR,\M SI,]IT'I-A LOKASI

SASARAN GERAKAN TERPADU PENGBMBANGAN KEPAITIWISA'TAAN

Bagian Kesatu

Integrasi dan Sinergitas progranr

Pasal 16

(1) Integrasi dan sinergitas prograrr GTPK merupakan dasar kebijakan
Kepariwisataan yang akan ditetapkan pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan yang ditetapkan Pemenntah Daerrah Kabupaten/liota
harus men'lukung integrasi dan sinergitas progr.am GTPK.

(3) Integrasi dan sinergitas program GTPK sebagairneina clirnaksud paclg
ayat (1) dilaksanakan clengan meiibatkan masl,arakat clirn

Stakeholder Kep ariwi sataan .

Pasal 17

(1) Integrasi dan sinergitas program GTPK sebagaimana dimaksud
daiam Pasal 16 merupakan integrasi dan sirit:rgitas program yi1rp,

bersifat lintas sektora.I dan multidimensi.
(2) cakupan integrasi dan sinergitas program GTPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:
a. lingkungan hidup;

b. pengelolaan hutan lestari;

c. pertanian;



d. pemukiman;

e. industri perikanan;

f. pemberdayaan masyarakat; dan

g. pendidikan.

(3) Integrasi kebijakan dan sinergitas program GTPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan

Ekononri Kreatif.

Bagian Kedua

l,rckasi Sasaran

Pasal 18

(1) Lokasi sasaran CTPK merupakan wilayah Destinasi Pariwisata yant{

menjadi prioritas Pengembangan Kepariu,islttiran yrurg terencanir,

terpadtr dan berkelanju[an.

(2) Lokasi sasaran GTPK sebagaimana dimaksuC pada ar,at (1) terclirj

atas:

a. Lokasi KUPP yang terdiri dari 5 (lima) u,ilayah yang meliputi:

1. Kota Padang;

2. Kota Bukittinggi;

3. Kabupaten'lanah Datar;

4. Kota Sawahlunto; dan

5. Kabupaten Kepulauan Mentawai (Tua Pejat);

b.Lokasi KSPP yang terdiri dari 9 (sembilan) wilayah yang meliputi:

1. Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Kabupaterr Padang Pariaman;

3. Kabupaten Agam;

4. Kabupaten Limapuluh Kota;

5.Kabupaten Solok;

6.Kota Padang Panjang;

7. Kabupaten Sijunjung;

B. Kabupaten Kepuiauan Mcntawai;

a) Kepul luan Sipora; dan

b) Kepulauan Siberut.

c. Lokasi KPPP yang terdiri dari 8 (delapan) wiier1,35 yang meliputi:

1.Kota Pariaman;

2.Kabupaten Pasaman;



3. Kabupaten Pasaman Barat;

4.Kota PalraPrrrrbuh;

5. K<lta Sr:lok;

6. Kabupaten Solok Selatan;

7. Kabupaten Dharmasy'ara; dan

8. Kabupaten Kepula.uan Mentawai ( Kepr.rlaunn Pagai Ut.ara),

BAB IV

TIM GFJRAKAN TtrRPADU

PENGEMBANGAN KEPARIWI SA1'A AN

Pasal 19

(1) Untuk pelaksanaan dibentuk Tim GTPI{ Daenrh dengan l{eputr-rslur

Gubernur.

(2) struktur keanggotaan Tim G'I'PK sebagaimana ciimksud pada ayat (r )

terdiri atas :

a. pengarah : Gubernur;

b. wakil pengarah : Wakil Gubernur;

c. pembina : Sekretaris Daerah Provinsi;

d. ketua urnllm : Asisten Perekonomian, Pemhrangunan dan

Kesejahteraan Ralryat; dan

e. Tim Kerja : yang terdiri dari ketua dan anggota.

Pasal 20

(1)Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) hurul e

diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata dan lfl<onor:"ri lireatif denl:,r,ir-i

anggota meliputi Satuan Kerja Perangkat lfaerah terkait Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

(2) Dalam pelaksanaan tugas, 'l'im Kerjr-r GTPK dap;rt mi:libill<rirr
m asyarak at dan I atau Stakeholder Ke pariwi s.r r.aan.



BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 2 1

(1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung GTPK.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimanar clinrericsrrd prrcla ayat (l)
diwr:judkan dengan cara :

a. ikut serta menjaga dan melestarikan claryn taril< wisata; clern

b, membantu terciptanya suasana rimtrrl, te rtii.r, bersil:, berprilirlirr

santun, dan menjaga kelestarian J.ingkr-rngan Destinersi ParirvisaLi,r,

BAB VI

PENGADI.JAN MASYAIIAKAT

Pasal 22

(1) Dalam rangka mendukung GTPIT setratgairn.rnii ([imarksrrt.l rliilerrn Prr:,,t]

20 ayat Il.) masyarakar berhak melail<url<itrr pengr,irluan ketirlril.:

nyamanan pelayanan Kepariwisataan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dapat clisampaikan :

a. secara iangsung melalui petugas lavanan pengaduran;

b. kotak saran;

c, telepon atau pelayanan pesan sir-rgkat kc rromor kcr-rtak layeri-Liin

pengaduan (Hp. 082387 418 18 1); atar,r

d. surat eletronik melalui e-mail : info(rDsurmi;ar.travcl

BAB VII

PEMBINAAN DAN PtrNGAWASAN

Pasal 23

(1) Gubernur meletlcukan pembinaan dan pcnga\\/asan terhadap

pelaksanaan G1'PK cii Daerah.

{2} Sekretaris Daerah melakukan pemi:inaar r dan penga\\'as,:rn

terhadap Tim l(erja GTPK.



Pasal 24

(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawtrsan terhadap
pelaksanaan GTPI( di Ikbup aten / Kota.

12) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota mclakukirn pen,binaan clap
pengawasan terhadap Tim Kerja GTPK.

BAB VIII

EVALUASI DAN PEI,APORAN

Pasal 25
(1) Kepala Dinas Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatil' melakukan

evaluasi terhada.p pelayanan tugas Tim Kerja CTPK.

(2) Evaluasi seba.gaimana dima.ksud pada ayat (1) berupa hasil capaian
kinerja Tim Kerja GTPK da-lam pengembangarr )iepariwisa.taan.

Pasal 26
(1) Kepaia Dinas l(epariwisataan dan Ekonomj Krt.atif melaporkan h.rsil

evaluasi sebagaimana dimaksud rCalam Pasal 25 ayat (2) kepercla

Gubernur.

(2) Laporan hasit evaluasi sebagaimana ciimaksud pada ayat (l)
disampaikan setiap s (tiga) bulan atau sewaktu-rvaktu sliar
dibutuhkan.

(3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dirrraksr-rd pada avat (2) me.jrit.ii
bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Kepariwisataan oleh
Gubernur.

BAB IX

PEI\{BIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanailn GTPK dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerirh Provinsi Sumarerr-i
Barat.



BAB X
I(ETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Peratura.t: Gul>ernur ini muiai berlaku pact,r t#inggi:ll dir.rncirrrrgl<an,

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrinffrhkan pengr-rndangi,;iri

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya clalnm l3erita Daerliilr
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Prrclang

20rb

BARA'I'.

\.

I'
TilO

+,-Lct


